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PELAKSANAAN PENGAWASAN TEMPAT PARKIR LIAR OLEH UPTD
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS
KECAMATAN PEKANBARU KOTA)

ABSTRAK
Oleh

FITRI RAUDHA

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh ruas
jalan di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2017 terdapat 122 ruas jalan di Kota
Pekanbaru yang diizinkan untuk menjadi lokasi parkir dengan jumlah lokasi yang
terdata atau yang memiliki izin sebanyak 197 lokasi. Tetapi untuk jumlah titik
parkir liar yang ada di Kota Pekanbaru, pihak Dinas Perhubungan tidak memiliki
data tersebut, dikarenakan belum  adanya pihak Dinas Perhubungan yang
melakukan survey, tetapi hanya melakukan pengawasan dan tindakan langsung.
Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan
Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru (Studi Kasus. Kecamatan Pekanbaru Kota) dan hambatan-
hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif;
Sampel sebanyak 61 orang yang terdiri dari Kepala dan pegawai UPTD Parkir
Dinas Perhubungan  Kota-, Pekanbaru, koordinator dan 'masyarakat. Teknik
pengumpulan data kuisioner dantwawancara serta analisis data secara deskriptif
dan kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil rekapitulasi tanggapan
responden bahwa Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar olen UPTD Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota) yang
menyatakan cukup baik. Dari unsur masyarakat hasil penelitian berada pada 64%
berada pada kategori cukup baik dan pada range kategori 34 — 66%, dari unsur
pegawai dengan persentase.80% berada pada kategori baik dan berada pada range
kategori 67 — 100% dan dari unsur koordinator parkir dengan persentase 60%
berada pada kategori baik dan berada pada range kategori 34 — 66%. Hal ini
karena tugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru belum berjalan secara
optimal, ini dapat dibuktikan masih adanya lokasi parkir liar di Kota Pekanbaru.
Sebetulnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru telah menempuh upaya
sosialisasi kepada petugas parkir tentang tentang tata cara pengambilan retribusi
yang baik dan benar, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya
membayar retribusi parkir bagi kepentingan pembangunan daerah. Namun upaya
tersebut tampaknya tidak banyak memberikan dampak yang berarti. Sehingga
target sektor ini dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru cenderung mengalami
penurunan.

Kata Kunci : Pengawasan, Perparkiran
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SUPERVISION OF RELATIONSHIP DEPARTMENT OF PARKING IN
PEKANBARU CITY

ABSTRACT
By

FITRI RAUDHA

Parking has become a necessity and there are almost all'roads in the city
of Pekanbaru. In 2017 there were 122 roads in Pekanbaru~City which were
permitted to be parking locations with 197 locations recorded or licensed. But for
the number of“illegal parking points in Pekanbaru City, the Transportation
Agency does not have the data, because there is no Department of Transportation
that conducts the survey, but only conducts supervision and direct action. The
purpose of this study is to find out and explain ‘the supervision of the
Transportation Agency on parking in the city of Pekanbaru and its obstacles. The
method used is descriptive and quantitative methods; A sample of 61 people
consisting of the' Head and employees of the UPID Parking of the Pekanbaru City
Transportation Agency, coordinator and community. Techniques for collecting
questionnaire data and interviews and analyzing data  descriptively and
quantitatively. This study concluded that the results of the respondents' responses
to recapitulation that Supervisionof the| Department of Transportation on Parking
in Pekanbaru City stated that it was quite good. From the elements of society the
results of the study are at 64% in the fairly good category and in the range
category 34-66%, from the employee element with a percentage of 80% in the
category of 67 - 100% and from the parking coordinator with a percentage 60%
are in the good category and are in the range 34-66%.: This is because the task of
the Pekanbaru City Transportation Agency hasnot run optimally, this can be
proven that there are still Tllegal parking locations in Pekanbaru City. Actually,
the Transportation Agency of Pekanbaru City has taken an effort to disseminate
information to parking attendants about the procedures for taking good and true
retribution, as well as socializing to the public about the importance of paying
parking fees for the interests of regional development. But these efforts did not
seem to have a significant effect. So that the target of this sector in increasing
Pekanbaru PAD tends to decrease.

Keywords: Supervision, Parking
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PENDAHULUAN

kewenangan ya < M a otonom. Pada

hakikatnya da erada ntuk memberi
peluang pa a K r dan . pemerintahan

baik urusan

kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran
dalam masyarakat.

Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor
diluar badan Jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
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Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan,
prasarana lintasan dan terminal. Lalu-lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan

dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat

disebut sebagai ruang

k‘o}“‘ .&e ‘ ah satu alat

dengan kesiapan
lah penduduk

ekanbaru akan

o

. Jalur hijau kehilanga
4. Hilangnya hak pejalan kaki dan penyandang cacat

Fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan

oleh Pemerintah kepada masyarakat dan juga sebagai salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di badan jalan. Untuk

mengatur parkir di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
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Angkutan Jalan tepatnya pada Bab XXII tentang Pengelolaan Parkir.
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Pasal 1 angka 35, menyebutkan

Kota Pekan 3 Tahur 05 T g Perubz sPeraturan Daerah
Kota Pekanba lom( ( enggaraan dan
Pengelolaan
(Dishub).

Pasal 2

dan/atau diawasi oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk Dinas
Perhubungan atau Instansi lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut
dengan Keputusan Walikota;

2) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat Parkir umum di badan jalan

dapat dibagi beberapa kawasan khusus;
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3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan khusus sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diatur dalam peraturan Walikota;

4) Dinas Perhubungan atau Instansi Lainnya dalam Penyelenggaraan dan

ditetapkannya Vis ' a Pekanbaru yang

berbunyi : ! ( ] dagangan dan jasa,

Dalam mewujudkan Visi Kota Pekanbaru 2021, Pemerintah Kota
Pekanbaru menyusun misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang memadai

dan kualitas lingkungan kota serta penataan ruang terintegrasi.
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. Mengawasi ketertipa

. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang

memadai dan iklim usaha yang kondusif serta penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial.

pelayanan

erjangkau,

""‘»H. \."’

[10al]]

. Penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses

permohonan perizinan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dan

penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan.

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
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8. Mengawal dan mengawasi PAD kota Pekanbaru dalam bentuk retribusi

parkir ditepi jalan umum. (sumber: Dinas perhubungan Kota Pekanbaru,

2018)

Dinas (UP ota Peka perasional Prosedur
(SOP) Pen
satuan pedc

fungsi dan

Perhubungan Kota Pekanbaru

b. Mengambil uang setoran retribusi parkir dari Juru Parkir

c. Mengawasi pelaksanaan tugas Juru Parkir

d. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perpakiran yang disetujui

e. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Juru Pungut Dinas

Perhubungan
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f. Melaporkan kendala’/hambatan yang dihadapi dilapangan kepada Dinas
Perhubungan.

2. Juru Parkir

a. Mengatu ke an.sesuai area S€ ntuk lahan perpakiran

b.

C.

d danki amanan  (K3)
e.

f dinator Parkir
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c. Melaporkan S . pala UPTD Parkir Dinas
Perhubungan
4. Juru Pungut
a. Mengawasi pelaksanaan parkir dilapangan
b. Mengecek dan melaporkan kondisi riil yang dihadapi Koordinator Parkir
dilapangan terhadap kendala yang dihadapi
c. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas

Perhubungan
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5. Bendahara Penerimaan

a. Menerima setoran retribusi dari Juru Pungut Parkir (Petugas Dinas

Perhubungan)

b.

C.

d.

e.
dalam rang}
wewenang da atuar 3 § D ahgunaan kekuasaan
sehingga dal ah ditetapkan pun
dapat tercapai. an unit kerja yang
tidak melaksanakan ditetapkan, seperti Juru
Parkir yang tidak memb pengguna jasa parkir, hal ini

dikarenakan kurangnya koordinasi Koordinator Parkir kepada Juru Parkir,
sehingga banyak Juru Parkir yang tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP
dan kemudian dalam memungut/menerima retribusi parkir Staf Penerima
Retribusi Parkir atau Juru Pungut terkadang mengalami keterlambatan atau

ketidaksesuaian waktu penerimaan retribusi parkir dari waktu yang telah

ditentukan, hal ini disebabkan karena berbagai alasan dari Koordinator Parkir,



baik ditemui ataupun sulit dihubungi pada saat penerimaan/pemungutan retribusi
parkir kepada Juru Pungut Retibusi Parkir. Berikut dapat dilihat jumlah
titik/lokasi, koordinator parkir dan juru parkir di Kota Pekanbaru Tahun 2020 :

Tabel 1.1. Jumlah Titik/Lokasi, Koordinator Parkir dan-Juru Parkir di Kota

Pekanbaru Tahun 2020
Jumlah Koordinator Jumlah Juru Jumlah Titik/Lokasi
Parkir Parkir/Pungut Parkir
123 orang 1.115 orang 1.053

Sumber : UPTD Parkir, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh ruas
jalan di Kota-Pekanbaru. Pada tahun 2020 terdapat 122 ruas jalan di Kota
Pekanbaru yang diizinkan untuk menjadi lokasi parkir dengan jumlah lokasi yang
terdata atau yang memiliki izin sebanyak 197 lokasi (Data Dinas Perhubungan
(Dishub) Kota Pekanbaru). Tetapi-untuk jumlah titik parkir liar yang ada di Kota
Pekanbaru, pihak Dishub tidak memiliki data tersebut, dikarenakan belum adanya
pihak Dishub yang melakukan-survey, tetapi ‘hanya melakukan pengawasan dan
tindakan langsung. Pada penelitian ini peneliti fokus pada lokasi parkir di
Kecamatan Pekanbaru Kota. Contoh lokasi yang sering terjadi kemacetan yaitu
parkir liar di Jalan Hangtuah tepatnya disamping kantor Grapari dan Jalan
Diponegoro tepatnya di depan Rumah Sakit Arifin Achmad Pekanbaru.

Selain itu terdapat juru parkir liar yang memungut retribusi parkir
sesukanya yang tidak sesuai dengan aturan diperaturan daerah. Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang
Perhubungan Darat bahwa tarif parkir di tepi jalan umum untuk sepeda motor Rp
1000,- sedangkan dalam praktiknya banyak petugas parkir memungut Rp 2000,-

bahkan Rp 3000,- per kendaraan bermotor. Permasalahan parkir sudah menjadi
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sangat kompleks, masalah lainnya dapat dilihat penerimaan retribusi parkir di tepi
jalan umum terjadi penurunan target penerimaan yang diterima oleh Dinas

Perhubungan. Ini terlihat dari tabel berikut ini. Adapun titik parkir di Kecamatan

Tabel
No.
1.
2.
3.
4. Sl
5 duta pon
6. abak s
2 satop
) A
0 ™
11. , za
12.
13.
14,
15.
16.
17. | Rumah mode s/d bank ci
18. | Apotik century s/d sahabat motor
19. | Grapari s/d toserba mama
20. | Kedai kopi sriwijaya s/d mito selular
21. | Toko alat musik yamaha s/d jpo
22. | Bank cimb niaga syariah
23. | Toko bintang baru s/d sbj
24. | Pangkas rambut tesa s/d mahkota tekstile
25. | Indonesia textile
26. | Singer s/d diamond elektronik
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27. | Toba
28. | Toko maspion s/d bank gnb
29. | Cahaya mas s/d sentral elit
30. | Tokol eko s/d asia baru foto
31. | Lizatex s/d rt
32. | Indo Si
33.
34.
35. | Md par or R
36. | Ch jo
37. | An
38. | Ban
39. | Mot
40. | Ever /d pas = 5 -
41. | Bom agussalim
42. | Dep plek pertokoan ramayana
43. | Depa ]
44. | Toko e |
45. | Sony sidr a@ S \_)
46. | Unicon -
47. | Batam |
48. | Pasar bua e
49. | Depan furay
Sumber : UPTD Parkir P ta aru, 2021

Melalui Peraturan Daer

un 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari sektor Retribusi Parkir. Namun
dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan parkir, terdapat
pasal-pasal yang masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan karena isi pada pasal
tersebut tidak spesifik mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir

pada badan jalan.
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Tabel 1.3 Target dan Realisasi Parkir

No | Tahun Target Realisasi Persentase
1 2017 Rp 5.799.996.000 Rp 4.983.487.000 | 85,5%
2 2018 Rp 5.799.996.000 Rp 5.152.778.000 | 88,8%
3 2019 Rp7.000.000.000 Rp 5.353:190.000 | 76,5%
Sumber : UPTD.Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan
retribusi parkir di tepi jalan umum belum: pernah. mencapai target dari tahun ke
tahun pada tahun 2017-2019. Dengan adanya aturan-aturan yang jelas dalam
mengatur pengelolaan parkir Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya memiliki
kekuatan untuk mewujudkan kondisi yang rapi dan tertib bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap pengelolaan
perparkiran, dittmukan fenomena-fenomena lain sebagai berikut :

1. Masih adanya ditemukan parkir liar, lokasi yang sering terjadi kemacetan
yaitu parkir liar di Jalan. T. Umar tepatnya, disepanjang jalan depan Hotel
Grand Zury dan Belakang Mall Pekanbaru, kemudian Jalan Hangtuah
tepatnya disamping kantor Grapari dan Jalan Diponegoro tepatnya di
depan Rumah Sakit Arifin Achmad Pekanbaru.

2. Kurangnya kesadaran warga masyarakat mematuhi rambu-rambu khusus
larangan parker, sehingga masih banyak masyarakat yang parker secara
bebas, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan secara
langsung oleh pihak UPTD parkir sehingga banyak petugas parkir yang

memanfaatkan marka jalan sebagai lokasi parkir liar.
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Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan
penelitian yang berjudul; “Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh

UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan

1 yang telah

oleh UPTD

tan Pekanbaru

Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus

Kecamatan Pekanbaru Kota).

b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam
Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).
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2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai;
a. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini guna memperkaya khasanah

aNaan pengawasan

o 2l S ) 'g‘
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BAB |1
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPU

onal, minimal
dikenal lim Y trasi put . ‘ angannya (Nicholas
Henry dala ), 3: 18 ngan dikotomi

prinsip-prinsip

reinventing goverment, new pub e. Alur pemikiran Klasik (old public
administration) adalah perkembangan awal administrasi publik sebagai ilmu
dengan tokoh pemikir utamanya Woodrow Wilson, Frank Goodnow, dan Leonard
D. White. Ciri utama old public administration adalah cara pandang yang bersifat
struktural-formal dengan perhatian utama pada struktur organisasi, efisiensi,
ekonomi, dan rasionalitas. Dalam menganalisis berbagai kegiatan pemerintahan,

penekanan aliran ini terutama pada masalah personalia, administrasi keuangan,

15
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tata kerja perkantoran, dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran birokrasi ideal Max
Weber (Ibrahim, 2009:1).

Senada dengan Ibrahim, Miftah Thoha (2008: 73) mengemukakan ciri
khas dari paradigma old public.administration bahwa jasa.pelayanan diberikan
langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang, administrasi publik berkaitan
dengan ‘melaksanakan kebijakanT untuk: | tujuan politik, para administrator
bertanggung jawab  kepada pimpinan politik, kegiatan administrasi publik
dilaksanakan -melalui struktur hirarki organisasi dan dengan- sistem kontrol,
nilainilai efisiensi dan rasionalitas, serta keterlibatan warga amat terbatas.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya paradigma new public
management/reinventing goverment sebagai kritik dari paradigma sebelumnya
bahwa birokrasi pemerintahan bersifat kaku, rumit, serta pelaksanaannya yang
dinilai lamban:” Paradigmas~ini muncul dengan isemangat ‘mentransformasikan
kinerja pasar ke dalam birokrasi pemerintah, maka sering disebut sebagai
paradigma privatisasi. Paradigma ini memandang bahwa seharusnya hubungan
antara pemerintah dengan masyarakat dipahami sebagai hubungan produsen
kepada pelanggannya. Dengan. trasformasi ini, para aparatur pemerintah
ditekankan untuk lebih responsif dalam memberikan pelayanan (Santosa, 2009:
68). Senada dengan Santosa, Miftah Thoha (2008: 74) memandang bahwa
transformasi ini akan mengganti kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi
berlandaskan aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat
menjadi orientasi pasar dengan dipacu kompetisi yang sehat. Lebih lanjut,

perubahan paradigma ini membuat fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli
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pemerintah mulai dibagi dengan swasta.

Pemikir utama dari munculnya paradigma ini adalah David Osborne dan
Ted Gaebler yang memberikan penekanan bahwa konsep new public
management/reinventing - goverment pada.hakikatnya.. merupakan upaya
mengadopsi jiwa dan Kinerja wiraswasta (enterpreneurship) ke dalam birokrasi
pemerintah. Oshorn & Gaghler 'mengemukakan sepuluh prinsip reinventing
goverment wyakni: pemerintah yang bersifat katalis (mengarahkan daripada
mengayuh), pemerintah milik masyarakat (memberi wewenang ketimbang
melayani), pemerintah berorientasi misi (mengubah orientasi dari yang digerakkan
peraturan menjadi digerakkan misi), menekankan persaingan terbaik dalam
memberi pelayanan, membiayai hasil bukan birokrasi, memenuhi kebutuhan
masyarakat sebagai pelanggan, menghasilkan daripada membelanjakan, mencegah
daripada mengobati, desentralisasi, serta semangatiwirausaha (lbrahim, 2009: 81).

Perkembangan selanjutnya adalah paradigma new public service yang
muncul sebagai” perbaikan dari paradigma sebelumnya dengan menekankan
berbagai elemen. Jika di paradigma old public’ administration kegiatan
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik-dimonopoli pemerintah, sementara
pada era paradigma new public management lebih menekankan orientasi pasar
dalam melayani masyarakat dengan menganggapnya sebagai pelanggan, maka
dalam paradigma new public service semua elemen tersebut diupayakan untuk
saling bersinergi. lde dasar ini lahir dari teori citizhensip democratic
(kewarganegaraan demokratis), civil society, organisasi, serta postmodernisme

administrasi publik (Miftah Thoha, 2008: 84).
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Paradigma ini merupakan awal berkembangnya paradigma good

governance dimana tiga pilar dalam suatu negara yakni pemerintah, swasta, dan

masyarakat harus saling bersinergi guna mengembangkan produktivitas, ekonomi,

dan efisiensi (Bob Sugeng -Hadiwinata dalam Santosa;. 2009: 131). Untuk

mewujudkan good governance diperlukan prinsip sebagai berikut:

1.

2.

Partisipatoris: setiap.. pemhuatan “peraturan dan/atau kebijakan selalu
melibatkan unsursmasyarakat(melalui wakil-wakilnya);

Rule of law: perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin
perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga;
Transparansi: adanya ruang kebebasan publik bagi warga yang
membutuhkan (diatur undang-undang).

Responsiveness: lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan
masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan HAM.
Konsensus: jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam
masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah,
menjadi-konsensus;

Persamaan hak: pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa
terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang
dikesampingkan;

Efektifitas dan efisiensi: pemerintah harus efektif-dan efisien dalam
memproduksi output ‘berupa raturan, ‘kebijakan, pengelolaan keuangan
negara, dll;

Akuntabilitas: suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi
pemerintahan untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misinya;

Visi strategis: setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus
mempunyai visi jauh ke depan.

2. Konsep Organisasi

Orang mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu

dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan

organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien

dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Idealnya, konsep

dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer yang ada dalam

organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.
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Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang
sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan.

Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli

b.

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat
diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai
suatu tujuan”.

Menurut Weber (dalam Thoha, 2002:98) bahwa : suatu organisasi atau
kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut :

1. organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu
melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
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2. organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (boundaries), dengan demikian
seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan
sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.

3. organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini
menyusun proses interaksi di antara orang-orang Yyang bekerja sama
didalamnya, sehinggasinteraksi tersebut tidak muneul.begitu saja.

4. organisasi merupakan suatu-kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya
berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan
sesuatu fungsi tertentu.

Istilah. lain dari  unsur: ini & ialah 4 terdapatnya hirarki = (hierarchy).
Konsekuensi dari adanya hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau
kepala dan bawahan atau staf. Menurut Etziomi (dalam Thoha, 2002 : 100),
mengemukakan “konsep organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang
sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu’.

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya
diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai
tujuan organisasi. Dimana, .tujuan organisasiy tersebut ~dirumuskan secara
musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama.
Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri
atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah
pencapaian tujuan sangat  tergantung pada kemampuan manusia dalam
menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan.

Dengan organisasi tercipta keterpaduan pikiran, konsepsi tindakan dan
keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personil yang terlibat didalamnya untuk

berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai

tujuannya.
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3. Konsep Manajemen
Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003:268), manajemen merupakan

pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang

pandang, bag S c ai_kegiatan dalam rangka
penerapan orang yang
menduduki dalam rangka
pencapaian lemikian, dapat
dikatakan b rena memang

manajemen

adalah sebagai berikut:
a. Planning (perencanaan)
b. Organizing (oraganisasi)
c. Staffing (kepegawaian)
d. Motivating (motivasi)

e. Controling (pengawasan)
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Sedangkan menurut Gie (dalam Zulkilfli, 2005 : 28) fungsi manajemen

adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi
beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana
semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja
yang harus menjalankan.

b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan
rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.

c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan
lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.

d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha
tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
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e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah
dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan,
dan dikomandokan.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi

mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputu keseluruhan
kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu orgamsasi lain yang wewenangnya
mencakup selurun masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang
wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl
Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah

tujuan (goal), sasaran (objective), atau kehendak (purpose). (Abidin, 2002;20)
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Menurut Ndraha (2003;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam
usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada

batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat

” giatan tertentu.

SeCara umum.

um kebijakan

'
akal
bt
Yor)
y
g
dapat dikataka g r

enjadi pedoman

tingkah laku e atasi-masa hane ne : an, rencana dan
Pard

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang
dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan
tujuan Negara yang bersangkutan.Kebijakan publik adalah strategi untuk
mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi,

untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.
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Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefenisikan
kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang

e

CECY

p”
g
san-pei
"
&

pemerintah (Lubis, 2007;8).

Sedangkan menurut Nugroho (2004; 101) bahwa perumusan kebijakan
adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan
untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan
kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber

daya manusia.
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Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa
yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatub formulasi berupa keputusan

tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi

bukanlah | jamina : pastl“be asil  dalam
implementasinye as ditunjukkan oleh
banyaknya J janisasi ya renakan proses
implementasi o aruhi _- ai -_ '1;'_' kompleks, baik variabel
yang indi : : _ : diantaranya saling
berinteraksi satu sama lain. : ; an _tentang berbagai

variabel , i, da i entasi at beberapa teori

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat
dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana
program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).
Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara

baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan
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program, Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan
kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan

dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam

Sebab tanpa
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implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh
implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor
yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan
diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran
mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang

telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya
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membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program
secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik

implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap

n. menumbuhkan rasa

SRS

biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika

struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus

weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edwar
memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran

program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu
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variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja,
implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi
atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai
tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan
sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.

5. Konsep Manajemen Transportasi

Pengertian transportasi yang dikemukakan oleh Nasution (1996) diartikan
sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.
Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan
yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan
yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan
pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu
dengan adanya pemindahan, barang dan manusia tersebut; maka transportasi
merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (the
promoting sector) dan pemberi jasa (the servicing sector) bagi perkembangan
ekonomi (Agus Imam Rifusa, 2010)

Di satu sisi transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi
suatu daerah, karena dengan adanya infrastruktur transportasi maka suatu daerah
dapat meningkat kegiatan ekonominya. Namun di sisi lain, akibat tingginya
kegiatan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan timbul
masalah transportasi, karena terjadinya kemacetan lalu lintas, sehingga perlunya
penambahan jalur transportasi untuk mengimbangi tingginya kegiatan ekonomi

tersebut.
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Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan
adanya sebuah sistem transportasi yang handal, efisien, dan efektif. Transportasi
yang efektif memiliki arti bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas
yang angkut, terpadu atau terintegrasi dengan antar moda. transportasi, tertib,
teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman dan biaya terjangkau
secara ekonomi. Sedangkan efisien dalam arti-beban publik sebagai pengguna jasa
transportasi-menjadi rendah dan memiliki utilitas yang tinggi.

Sistem manajemen transportasi (english: transportation management
system) adalah rangkaian sistem atau pengelolaan terhadap moda transportasi oleh
suatu kelompok atau golongan. Jasa transportasi merupakan salah satu faktor
pemasukan (input) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan
ekonomi lainnya. Manusia sangat membutuhkan transportasi untuk memenuhi
kebutuhan hidup yang sangat beraneka ragam yang umumnya berkaitan dengan
produksi barang dan jasa. Kemudahan yang diperoleh karena transportasi bagi
manusia adalah mudahnya mengatasi jarak antara sumber daya manusia dengan
sumber daya alam atau barang produksi yang dibutuhkan manusia yang terletak
pada masing-masing geografi.

Karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, maka
perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen transportasi yang baik. Pada
umunya, manajemen transportasi menghadapi tiga tugas utama:

a. Menuyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi
organisasi secara keseluruhan.

b. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

31

c. Mengoperasikan angkutan secara garis besar.

Manajemen transportasi dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

1) Manajemen transportasi dalam industri atau perusahaan.

kebutuhan manusia i dengan mengalokasi ha dari satu tempat ke
tempat lain ya erh ; erusahaan yang mampu

memfasilitasi ke : ini. i ajemen, manajemen

melakukan kegiatan agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Dalam bagian
ini akan dijelasakan proses pernecanaan pada perusahaan angkutan bermotor
dalam menyediakan jasa angkutan kepada masyarakat. Proses pernecanaan ini
akan dimulai dengan merencanakan kapasitas bus, penentuan jumlah kendaraan
dan pendapatan, penjadwalan bus, kinerja dan standar pelayanan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi, maka perlu adanya
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perencanaan yang meliputi hal sebagai berikut:
a. Area dan gedung pengoprasian. Yakni merencanakan tempat yang

strategis sebagai pusat pengaturan kendaraan, meliputi kantor

S trayek atau
uantitas rute,
1 ‘ S yang akan
c. entuar a an’ u perjalan “Yakni menentukan

sosialisasi sangat dibutuhkan agar saat perusahaan beroperasi, masyarakat
sudah mengetahui maksud dan tujuan didirikannya perusahaan jasa
transportasi tersebut.

e. Perekrutan karyawan. Setelah segala persiapan sudah selesai, selanjutnya

adalah mempersiapkan karyawan yang akan bekerja dalam perusahaan,
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berupa: manajer/ direktur, staff administrasi dan sekretaris, staff emasaran,
staff operasi, security dan staff umum.

2. Pengorganisasian (organizing)

kan dari awal, tapi

ian dalam

berupa pe ') : n kerja secara
vertikal ma
tujuan yang henda “dalam rangka Kerjass ang diawali dengan

pembuatan i ganisas ﬁ empatan staff.

yang terpenting adalah pengawasan bukan hanya sekadar dengan kekuatan saja,
tapi harus sesuai dengan fungsi dan sistemnya agar tidak sia-sia. Pengawasan bisa
dilakukan di bagan-bagan, formulir-formulir, nota-nota, laporan-laporan,
kunjungan-kunjungan, dan apakah smua itu sesuai dengan peraturan dan norma
yang berlaku. Dan hasil dari pengawasan itu akan dapat diambil suatu penilaian

atau evaluasi.
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4. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sampai dimana tujuan yang telah

ditetapkan dapat dicapai, kegiatan mana yang beum diselesaikan datau

masa depan.
6. Pengawasan
a. Pengertian Pengawasan
Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin
bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang
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diberikan (Siagian, 2003:112).
Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan

kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang

jaringan

membawa

, waktu dan

adalah pada
umumnya 3 K ‘bekerja sam 3 Kearah pencapaian

sasaran dan tujua anisasi pengawas ur hasil pekerjaan

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai,
mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap
bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural,
yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan. Sedangkan indikator

pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah

sebagai berikut:
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a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur

pelaksanaan seperti kontiniuatau beberapa syarat minimal melakukan

pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa

1.

daerah dan pemerintah pusat.
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil
guna.
b. Jenis Pengawasan

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi:
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a. Pengawasan Umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah
daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum

ialah mentri dalam negeri, kepala wilayah yaitu gubernur, bupati, walikota,

n umum atau

kegiatan mu adap berjalannya
renca, dengan ditentukan, serta
memberikan da an standar, serta penilaian
terhadap hasil pekerja . Q . : yang ada atau keluaran

yang dihasilkan. Jika dite : esnya, maka kontrol itu terdiri dari
kegiatan (Effendy, 2009;116):
a. Menentukan standar adalah ketentuan standar yang menjadi ukuran dan
pola untuk pelaksanaan pekerjaan atau produk yang dihasilkan. Standar

harus jelas, logis, wajar, tidak muluk, objektif.
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Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan adalah pelaksanaan

kegiatan rencana yang dilakukan dengan membuat cacatan sebagai laporan

mengenai perkembangan proses manajemen.

pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah

memiliki sifat :

a.

Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan
daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-

keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
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c. Pengawasan umum vyaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan

tugas dan wewenang perintah daerah dan komponen-komponen dalam

lingkungan departemen dalam negeri.

pengawasan
adalah:
a.
b.
c.
erjalan efektif dan
efesien, dap
a. Tek eNgawas : pemimpin
awasan terhadap
seperti inspeksi
b wasan dari jarak jauh,

bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.
Menurut Hamid dan Pramudyanto (2007 : 29) Tipe pengawasan berkaitan
erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe
pengawasan terhadap suatu kegiatan atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat
rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal sidak Pengawasan rutin

dilakukan secara kontiniu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misalnya:
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dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang
bersifat mendadak (incognito) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan atau usaha yang
sudah stabil, sedangkan sidak-dilakukan pada-kegiatan atau usaha yang sedang
bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung
kebutuhan, misalnya pada jam.satuidini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada pihak penanggung jawab usaha kegiatan.
7. Konsep Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat
sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya (Nawawi, Sherly Novita Sari,
2015). Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, nhamun parkir di
sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama
dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung.
Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada
tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun
tidak, serta tidak = semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau
menurunkan orang dan/atau.barang (Nawawi,.Sherly Novita Sari, 2015).

Timbulnya masalah parkir di kota-kota besar menurut para ahli
transportasi untuk betul-betul memahami parkir. Konsep dan karakteristik parkir,
analisis parkir, perencanaan geometrik lahan parkir, dan kebijakan parkir
merupakan materi bisa diimplementasikan untuk menangani permasalahan parkir.

Dalam berparkir, pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya

dengan rapih agar tak mengganggu pengguna kendaraan lainnya. Menurut
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penempatannya parkir dibagi menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat,
1998):

1. Parkir di tepi jalan (on-street parking)

Yakni parki ad i tempat parkir.

we' » )

lalu lintas

Keuntunga
a. Murah ta
b. Bagi pen

2. Parkir di

Kerugian :
a. Perlu biaya investasi awal yang besar.
b. Bagi pengguna dirasakan kurang praktis, apalagi jika kepentingannya hanya

sebentar saja.
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Parkir kendaraan juga dapat dibagi menurut status lahan parkirnya.
Menurut statusnya parkir dibagi menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat,

1998):

1. Parkir umum

lahan yang

2. Parkir barang : untuk kebutuhan bongkar muat barang.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :
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No. Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Peneliti
1. Dwi Lestari Pelaksanaan Sama-sama Jenis
(2016) engawasan Dinas me an kendaraan
3 ) yang diteliti
yaitu mobil
arang
2.

yang diteliti
mengenai
pelayanan

maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan

menampilkan pada gambar sebagai berikut :
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Gambar. 11.1 Kerangka Pikiran Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir
Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi
Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)

Administrasi

| “

TS ) D

inaan kegiatan

£ES

“\\\

P

Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021
D. Hipotesis

Berdasarkan pembahasan dan telaah pustaka yang telah dilakukan maka
dapat diperoleh sebuah hipotesis yaitu: Diduga pengawasan dan penindakan Dinas
Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik

apabila memiliki indikator :
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a. Tahap penetapan standar
b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan

dan analisa

erlu mengoreksi

dengan rencana

a. P2 adalah sebagai sasaran, kuota dan

pengambilan keputusan.
b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Digunakan
sebagai dasar atas pelaksnaan kegiatan yang dilakukan secara tepat
c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang
berulang-ulang dan kontinu yang berupa pengamatan, laporan, metode,

pengujian dan sampel
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d. Tahap pembandingan pelaksanaan dengan standard an analisa
penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya

penyimpangan dan menganalisinya juga digunakan sebagai alat

i satu variabel

dengan emp kator ini il3 abel yang tertuang
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Konsep Variabel Indikator Item yang dinilai Skala
1 2 3 4 5
Pengawasan Fungsi Tahap 1. Mewujudkan Baik
diartikan penetapan Ketertiban Cukup baik
sebagai proses standar S Kurang baik
pekerjaan 3
yang sudah Baik
dilaksanaka Cukup baik
menilainya da Kurang baik
bila perlu
mengoreksi
dengan maksu Baik
supaya il Cukup baik
pelaksanaan Kurang baik
pekerjaan sesus
dengan rencane
semula.
(Manullang,200
4:13) Baik
Cukup baik
Kurang baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik

enetapan rencana
pengawasan
selanjutnya.
3. Tindakan penertiban

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

G. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh

UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru

Kota), maka dilakukan untuk pengukuran variable adalah sebagai berikut :

a. Tahap penetapan standar dikategorikan :
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Apabila tahap penetapan standar dalam pengawasan dan

penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di

Kota Pekanbaru secara jelas, logis, wajar, dan objektif,di

Apabila tahap penentuan pengukuran pelaksanaan
kegiatan dalam pengawasan dan penindakan Dinas
Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di

katakan cukup baik 34 - 66 %.

Apabila tahap penentuan pengukuran pelaksanaan
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kegiatan dalam pengawasan dan penindakan Dinas
Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di

katakan kurang baik < 34 %.

r
v
[

kegiatan dalam

IS D

' Perhubungan

" u di katakan kurang

d dar dan analisa penyimpangan
dikategorikan :

Baik . Apabila tahap pembandingan pelaksanaan dengan

standar dan analisa penyimpangan dalam pengawasan
dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir
liar di Kota Pekanbaru di katakan baik > 67 %.

Cukup Baik . Apabila tahap pembandingan pelaksanaan dengan



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

50

standar dan analisa penyimpangan dalam pengawasan

dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir

liar di Kota Pekanbaru di katakan cukup baik 34 - 66

koreksi dalam
Perhubungan

di katakan baik

Kurang Baik : Apabila tahap pengambilan tindakan koreksi dalam
pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan
terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan

kurang baik <34 %.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dikatakan berperan dalam mengawasi
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parkir liar bila :
Baik . Bila semua indikator variable berada pada kategori

baik atau jawaban responden berada pada skor > 67%.

e berada pada

berada pada

BAB I
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METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-

penelitian

mungkin tanp

pendekatan

unit yang mengawasi parkir liar karena dari permasalahan yang ada diketahui
masih ada daerah atau wilayah yang digunakan untuk parkir liar.
C. Populasi dan Sampel

Selanjutnya yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penentu
kebijakan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan (Dishub) Dalam

Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru yaitu Kepala Dinas dan staf pegawai Dinas
52
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Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru. Dalam pengambilan sampel ini peneliti

mengambil jumlah sampel yaitu Masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

%

100

15

25

:

A\El.l\l%' :
=1

A

=
V-
3
@
S
Q
Q
[
S
)
2
)
5
N+
Y
w
o

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah
populasi yang relatif dapat dijangkau, maka untuk memerlukan data yang
dibutuhkan, diambil sampel dari populasi. Sehingga teknik penarikan sampel
yang digunakan untuk Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru,

Staf Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru digunakan tekhnik sensus,

dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Sedangkan untuk masyarakat
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Kota Pekanbaru teknik yang digunakan vyaitu teknik purposive sampling

menggunakan rumus Slovin. Sampel yang diambil dalam penelitian ini

menggunakan rumus Jacob Cohen (dalam Suharsimi Arikunto, 2010:179) dengan

terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru. Data primer diperoleh melalui hasil
wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden penelitian.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru dan melalui riset kepustakaan meliputi :

1. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
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2. Jumlah pegawai

3. Tingkat pendidikan pegawai

E. Teknik Pengumpulan Data

Y

‘%‘@’ 1

ah di tetapkan,

apa yang telah

sehingga peneliti dapat mengetahui masalah atau fenomena terkait dengan
topik penelitian.

3. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan
alternatif jawaban yang disebarkan kepada masyarakat yang dijadikan

sampel, setelah diisi/dijawab kuisioner tersebut dikembalikan kepada
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peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam pengawasan
dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota

Pekanbaru.

oleh data.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif
(Sugiyono, 2010:7), yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan
melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek

yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.
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Tabel 111.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Tempat
Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi
Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)

Bulan dan Ming

N Jenis = Januari Februari | Ket
0 Kegiatan %?. 7 =
2N 'lilunul.‘h!:“ 3141234
1
2
3 Perbaikan "
up i»
Perbaikan
4 | daftar
kuisioner
> I penelitian
(riset)
Penelitian
6
Lapangan
Penelitian
7 | dan analisis X
data
Penyusunan
laporan
8 Peneltian §
(Skripsi)
Konsultasi
9 | Perbaikan X| X
Skripsi
Ujian
10 Skripsi "
Refisi dan
11 | Pengesahan X)X
skripsi
Penggandaa
n serta
12 Penyerahan "
skripsi
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

apuluh, Tanah

dikemudian hari

dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus
landschap sampai tahun 1940.Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar
Kiri sampai tahun 1942.Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret1942,
Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

(http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru)
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http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Minangkabau
http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Minangkabau
http://id.wikipedia.org/wiki/23_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/23_Juni
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http://id.wikipedia.org/wiki/Kampar_Kiri,_Kampar
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Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur
Sumatera di Medan tanggal 17 Mei1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah
otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19
Maret1956, berdasarkan Undang-undang..Nemor 8 Tahun 1956 Republik
Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam
lingkungan Provinsi Sumatera Tengah: Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus1957
berdasarkan‘Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia,
Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota
Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari1959
berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25sebelumnya yang menjadi
ibu kota adalah-Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi-Kepulauan Riau).
(http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru)

Pekanbaru merupakan_Ibu Kota Propinsi, Riau. Pada waktu itu berupa
dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di
seberang pelabuhan yang ada sekarang.Sewaktu pendudukan jepang, Pekanbaru
menjadi, Gun yang di pakai oleh Gun Cho ‘dan tempat kedudukan Riau
SYUTJOUKANG. Akhirnya  pemerintahan..Republik Indonesia berubah status
menjadi : Hermente pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan
Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946.
(http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru)

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau


http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/17_Mei
http://id.wikipedia.org/wiki/17_Mei
http://id.wikipedia.org/wiki/Kotapraja
http://id.wikipedia.org/wiki/19_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/19_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/1956
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/9_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/9_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/20_Januari
http://id.wikipedia.org/wiki/20_Januari
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Pinang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
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Sumatera.Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah
kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang

terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan pekanbaru sebagai

Nomor 22

Nomor. 3
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Tabel 1V.l Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

NO KECAMATAN LUAS (KM) Persentase (%0)
1  |Pekanbaru kota 2,26 0,36
2 |Senapelan 6,65 1,05
3 |Sukajadi 5,10 0,81
4 |Limapuluh 4,04 0,64
5 |[Sail 3,26 0,52
6  |Rumbai 10323 16,64
7~ |Rumbai pesisir 96,75 15,30
8  |Bukit Raya 94,56 14,96
9 |Tenayan Raya 108,84 17,21
10 |Marpoyan Damai 89,86 14,21
11 |Tampan 63,08 9,98
12 |Payung sekaki By, 03 8,32

JUMLAH 632,26 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota
Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit
adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta
perkembangan pembangunan yang-sangat cepat maka di perlukan pendidikan
untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan
yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan
disiplin keilmuan formal sekotetapi di dalam.pendidikan terkandung muatan
berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang
patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan,Pekanbaru
menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini
terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan,
yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan

jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa
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yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1V.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

No Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase (%0)
Pekanbaru ko 2.68 %
3.78%

4.88 %

CoNoOR~wWNE

Tampan den )/ E 9,21 % dari jumlah

keseluruhan da ; : an.dengan penduduk

lainnya.

Berikut disertakan pula jumlah pemeluk agama dari penduduk Kota
Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di
pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan
dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota

Pekanbaru:
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Tabel 1V.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota

Pekanbaru
No Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase (%0)
Islam 861.803 86.36
Kristen Katolik 53.471 5.31

6.48

penduduk
pemeluk Agama lIslam, selebihnya pemeluk - drotestan, Kristen
Katolik Bu

Dal

jumlah penduduk. Tapi lapanga g tersedia tidak sebanding dengan
semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak
mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih
lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.
Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah

menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang

heterogen, terpencar dalam berbagai sektor pekerjaan. Hai ini sesuai dengan
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keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan
yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau
pekerjaan besar, kemungkinan. untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak
pidana jika di bandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata
pencaharian yang tetap.Dari_data yang di:peroleh, dapat dinyatakan bahwa dari
berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduki kota pekanbaru,
sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian masyarakat pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru
yang hidup dari industri relative cukup besar. Semakin berkembangnya industri-
industri  di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk _mencapai sasaran
pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan
menentukan, dan oleh karepnannya perlu dikembangkan Secara seimbang dan
terpadu  dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif
sertamendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya
manusia dan danayang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah" penduduk, maka semakin bertambah atau
meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi
pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka masyarakat
Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai
upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi
mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk

memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya yang juga belum mendapat
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pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja
ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak
pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak
yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui-keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor
sangat dipengaruhi. sektor pendidikan.Demi kelancaran. program iniPendidikan
harusditunjanjang dengan fasilitas dan saran-saransesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur
Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan
Diponegoro, Bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang
beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali
Hajisastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan
utama dapat dibaca pasal 1 - 4, sedangkan pasal 5 — 12 terdapat di bagian dinding
sebelah dalam ruangan utama.Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung
Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran
berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu.Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama,
merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda
bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyandang nama seorang tokoh
legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni
Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan

dengan arsitektur tradisional, menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balai_Adat_Melayu_Riau&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gurindam_Dua_Belas
http://id.wikipedia.org/wiki/Raja_Ali_Haji
http://id.wikipedia.org/wiki/Raja_Ali_Haji
http://id.wikipedia.org/wiki/Sastrawan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bugis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedung_Taman_Budaya_Riau&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedung_Taman_Budaya_Riau&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum_Sang_Nila_Utama&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Museum
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulalatus_Salatin
http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anjung_Seni_Idrus_Tintin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anjung_Seni_Idrus_Tintin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Seniman
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Idrus_Tintin&action=edit&redlink=1
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Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelengaraan
MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang

a di Kota

Ramadhan

28 Oktober bungan sebagai

instansi ya kan kehidupan

masyarakat ¢ a dalam rangka

terbitlah Perda No.7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU
No. 32 Tahun 2004 serta PP N0.38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda
No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No. 8 Tahun 2009 akhirnya menganti nama dinas
ini menjadi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru (Sumber : UPTD

Terminal BRPS Kota Pekanbaru, 2013).


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Idrus_Tintin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masjid_Raya_Pekanbaru&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
http://id.wikipedia.org/wiki/Ramadhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak
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Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru
2020, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru menetapkan Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan.Visi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota

disesuaikan

berkoordinas

masyarakat d

2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat
kualitas pelayanan perhubungan;

3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana,
sistem jaringan tranportasi;

4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional

perhubungan.
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Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan

dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan yang

ingin dicapai adalah :

. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal
serta sarana dan prasarana perhubungan;

4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat;

5. Pembangunan Halte Bus, Terminal Cargo, Terminal Penumpang

Pembantu, Pelabuhan Tenayan, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor

dan Kantor Dishub;
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6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman

jalan;

7. Penyebarluasan Informasi kepada operator seluler dan jasa titipan;

an secara bersama

b. mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin
kerjasama yang baik dan saling mendukung;

c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar
sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
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e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah
ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

f. melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan,

g kebijakan
dan
tasan; dan
2. Sekret
a. a ) as Perhubungan,

ran perundang-

Qﬁ.

memberikan petunju > g alam pelaksanaan tugas agar

sesuai dengan rencana sesual ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah

ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
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f. membuat telaahan staf terhadap berbagai permasalahan kesekretariatan
sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. mengevaluasi kegiatan kesekretariatan, baik pengelolaan urusan rumah

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar
sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
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mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah

ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

. melaksanakan koordinasi antar sub Bagian agar terjalin kerjasama yang

prasarana

peraturan

lingkungan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

melaksanakan penataan, keamanan dan penertiban lingkungan kantor agar
tercipta suasana lingkungan yang nyaman dan terkendali;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
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4. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
I. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian sesuai ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar

sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

6. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas sesuai ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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b. mengkoordinasi Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar

esuai_kete yeraturan  perundang-

SNt 'o.

d.

e a yang telah

f anajemen dan
dang-undangan

g.

h.

7. Kepala Se
a. menyusu alu Lintas sesuai
b. memberikan petunju > g alam pelaksanaan tugas agar

sesuai dengan rencana sesual ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah
ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;
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melaksanakan manajemen lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melaksanakan penelitian dan melaporkan kecelakaan lalu lintas di jalan

sesuai dengan rencana sesual ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah

ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;
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e. mengawasi dan mengendalikan operasional terhadap penggunaan jalan

selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

j. mela

9. Kepala Se
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undangan yang berlaku;

c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah
ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;
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. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan sesuai ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan

sesuai dengan rencana sesual ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah

ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
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f. menyelenggaraan penetapan jaringan pelayanan angkutan barang,
angkutan orang, angkutan khusus dan terminal serta menetapkan jaringan

transportasi antar kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-

an; dan

'q ketentuan dan

) !

r=4

o

o

ﬁt )

g n perundang-
d

|

s

C. : cana yang telah
" ;
d an k n kerjasama yang baik dan
0
W
e. memberikan izin tra : an pedesaan dan angkutan kota dan izin

usaha pendidikan dan latihan mengemudi sesuai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

f. mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi
memberikan izin trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota dan izin
usaha pendidikan dan latihan mengemudi sesuai ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
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. memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa sesuai ketentuan yang

berlaku

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. melaksanakan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe

C sesuai ketentuan yang berlaku;

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
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13. Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Khusus dan Barang sesuai

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

yang berlaku;

h. memberikan ijin operasi angkutan taksi dan ijin trayek angkutan kota yang
wilayah pelanannya dalam satu kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

I. menetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten

sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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J.  melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

14. Kepala Bidang Teknis Sarana Prasarana mempunyai tugas :

a. menyusun ane iata idang. Te ; dan Prasarana sesuai

b. a yang baik

c n tugas agar
n perundang-

d.

e cana yang telah

gan Karier,;
f ilitas parkir untuk
gan yang berlaku;
g lalu lintas di tempat

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

I. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
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15. Kepala Seksi Pengujian Akreditasi Sarana dan Prasarana mempunyai
tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengujian Akreditasi Sarana dan

b. tugas agar
perundang-

c na yang telah
d yang baik dan
e kan peralatan
turan perundang-

f pupaten sesuai ketentuan

g. memberikan ijin usaha bengkel umum kendaraan bermotor sesuali
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana uji
kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;

I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

J.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
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16. Kepala Seksi Perparkiran mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perparkiran sesuai ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. ’
tun
. %“
PN
Jang;
- v

NAENANAL

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
17. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar

sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

C. ilai_hasil kerja.b ai rencana yang telah
S VMt
i ag: .5 ang baik dan

d.
e n dengan lalu
n perundang-
f as parkir untuk
yang berlaku
g prasaran yang
ampu penerangan
gan yang berlaku
h an oleh atasan; dan

18. Kepala Bidang Postel, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Postel, Komunikasi dan Informatika
sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. mengkoordinasi para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;
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c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar

sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

d.

e yang telah

f 3idang Postel,
etentuan dan

g tasan; dan

h.

19. Kepala Seksi Manaj elematika mempunyai

tugas :

a. menyus : Seksi | nasi dan Telematika

b pelaksanaan tugas agar

undangan yang berlaku;

c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah
ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;
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e. melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Informasi Daerah (SIMDA) sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.  melaksanakan pengembangan terhadap Sistem Informasi Daerah (SIMDA)

a. men suai ketentuan

b aan tugas agar

ran perundang-

c rencana yang telah
gembangan karier;

d rjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;
e. melaksanakan pembinaan kegiatan kegiatan pos filateli dan memberikan
informasi kepada masyarakat dan media massa tentang berbagai kebijakan
pemerintah dan pembangunan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
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g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
21. Kepala Seksi Bina Media mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Media sesuai ketentuan dan

luar ruangan, pro dan pa ; uai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru

yaitu :
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

penelitian i

1. Umur R

ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

90
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Tabel V.1 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur

No. Umur Responden Jumlah Persentase (%)

1. < 20 tahun 9 14,8

ur responden
berada pada tau 40,9% dan
yang palin lah 14,8 orang
responden tersebut diatas,
mayoritas res

2. Jenis Kela

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

1. Laki-laki 22 36,1

2. Perempuan 39 63,9
Jumlah 61 100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2021
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Berdasarkan Tabel V.2 dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak
22 orang atau 36,1%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 39 atau 63,9%.

Hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah perempuan.

3. Tingkat Pendie

Kinerja,
pula kine
Dinas Perh

Tabel V.3

R ACN )

No.

memiliki latar pendidikan SMU vyaitu sebanyak 23 orang atau sebesar 37,7% dan
yang terkecil yaitu yang memiliki latr pendidikan SD yaitu sebanyak 3 orang atau

sebesar 4,9%.
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B. Hasil Penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran
Di Kota Pekanbaru

Fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan
oleh Pemerintah.«kepada masyarakat dan.juga sebagai.. salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di badan jalan. Untuk
mengatur  parkir di Kota _. Pekanbaru, = maka. Pemerintah Kota Pekanbaru
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan tentang Pengelolaan Parkir. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru
Pasal 1 angka 35, menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti
atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Fasilitas
parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan
yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
Fasilitas parkir pada badan jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir
kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Penyelenggaraan parkir di Kota Pekanbaru dilakukan oleh pihak
berwenang yaitu Dinas Perhubungan' Kota.Pekanbaru. Kerjasama pengelolaan
fasilitas parkir, oleh Dinas Perghubungan bekerjasama dengan pihak ketiga yang
ditunjuk berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan pelayanan parkir.
Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun
2009 mengenai pengelolaan parkir.

Pasal 249 ayat 2 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru menyatakan

bahwa “koordinator pakrir harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

94

berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan bertanggung
jawab kepada penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk, serta juru parkir tidak

dibenarkan mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain kecuali

yaitu
1.
2.
3 44, Peraturan
kepada orang
atau badan it (2) pasal 249
Perda Kota or parkir harus
menunjuk da

a. Menata parkir

b. Memungut retribusi pa

c. Menyerahkan karcis parker.
d. Menggunakan pakaian seragam.

e. Menggunakan tanda pengenal.

f. Menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan (Pasal 251,Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009).
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Selain itu, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya setiap juru

parkir dilarang :

1. Memungut retribusi parkir melebihi tarif yang sudah tertera pada karcis

pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan merencanakan tujuan kepastian
dalam sasaran-sasaran hasil serta harapan yang dicapai. pengawasan sebagai
proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan
yaitu pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga
pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan. Untuk

dapat melihat hasil tanggapan responden, pegawai dan pegawai mengenai
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indikator indikator komunikasi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan
Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut
ini:

Table V.4. Distribust Penilaian Responden Dari “Unsur Masyarakat

Terhadap Indikator Penetapan Standar Terhadap Pengawasan
Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota

Pekanbaru
Jawaban Responden
No. ltem Pertanyaan Terlak | “Cukup | Tidak | j,mjah
sana | Terlaks | Terlaks
ana ana
1 melakukan penertiban parkir 11 30 9 50
secara berkala
melakukan razia bagi wilayah
2| yang dijadikan parkir liar % a ¢ 50
pihak dinas melakukan
3 penjagaan keamanan bagi parkir 5 5 i S0
pihak dinas memberitahukan
4. mengenai kententuan untuk 13 33 4 50
wilayah parkir
Jumlah 51 124 22 200
Rata-rata 13 32 5 50
Persentase 26 64 10 100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan' tabel diatas dapat diketahui banyaknya hasil tanggapan
responden yang menyatakan. cukup: baik ‘yaitu sebanyak 64% dari jumlah
responden pada indikator komunikasi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan
Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru. Hasil tanggapan responden tersebut
karena responden sebagai pelaku dalam perparkiran tidak pernah melihat adanya
pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan secara langsung karena
yang masyarakat tahu hanya pegawai sebagai pemberi layanan perparkiran di
Pekanbaru. Program kerja yang dilakukan Dinas Perhubungan juga kurang

diketahui oleh masyarakat. Yang menjadi keingintahuan masyarakat hanya
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mengenai tariff parkir yang ada di yang tariffnya semakin naik tergantung jam
kunjungan masyarakat tersebut. Jika masyarakat ingin parker diluar area Mal
masyarakat merasa takut untuk kehilangan kendaraannya serta luas area parker
yang disediakan juga terbatasa-sehingga tidak-semua kendaraan yang parker dapat
parker didalam arean Mal tersebut.
Untuk  mengetahui _ hasil ‘tanggapan, . pegawai mengenai indikator
komunikasi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di
Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :
Table V.5. Distribusi Penilaian Responden Dari-Unsur Pegawai Terhadap

Indikator Penetapan Standar Terhadap Pengawasan Dinas
Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru

Jawaban Responden
No. Item Pertanyaan Terlaks | Cukup | Tidak | jym|an
ana Terlaks | Terlaks
ana ana
1 melakukan penertiban parkir 5 3 i 5
secara berkala
melakukan razia bagi wilayah
2. W g 4 1 - 5
yang dijadikan parkir liar
pihak dinas melakukan
3. penjagaan keamanan bagi 2 -, - 5
parkir
pihak dinas memberitahukan
4. mengenai kententuan .untuk 9 2 - 5
wilayah parkir
Jumlah 11 - 20
Rata-rata 3 2 - 5
Persentase 60 40 - 100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan pegawai Dinas

Perhubungan (Dishub) mengenai

indikator

menetapkan standar

terhadap

Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam

kategori baik yaitu sebanyak 60% dari jumlah responden. Hasil tanggapan
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pegawai yang menyatakan baik ini didasarkan pada tugas pegawai selaku
pengawas parker sudah berjalan dengan baik karena dalam pengawasan ini

pegawai hanya memantau secara berkala terutama jika ada permasalahan yang

iran tersebut. Dalam

Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :
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Table V.6. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Parkir
Terhadap Indikator Penetapan Standar Terhadap Pengawasan
Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru

Jawaban Responden
No. Item Pertanyaan Terlak | Cukup | Tidak | jymlan
S s | Terlak
sana
1. k 5
2 %aéf’ﬂs ISLA gy 5
3. p m
k i I >
4 pi
m 5
wilaya r
8 - 20
-7 = A 5
ent 2 - 6 - 100
Sumber : D h en : ”
Berdasar bel ha pan responden
)
sebagai koor génai iridikato > dap Pengawasan
Dinas Perhubu ru dalam kategori

cukup baik yaitu . Hal ini dinyatakan
karyawan tersebut de a melakukan pekerjaan di
perparkiran tidak ada menjum inas Perhubungan (Dishub) secara
langsung dalam melakukan pengawasan tersebut. Sebaliknya yang melakukan
pengawasan secara langsung yaitu bagian pengawasan perparkiran langsung dari

Pegawai ini, dan hal ini pun terjadi apabila terjadi permasalahan dalam

perparkiran yang tidak bias diatasi langsung oleh karyawan tersebut.
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B.2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan merupakan
pelaksanaan kegiatan pengawasan pengujian kelayakan mobil angkutan
kotadengan membuat catatan-sebagai laporan-mengenai perkembangan proses
manajemen.

Maksudnya bagaimana-kepatuhan ‘para pelaksana terhadap peraturan dan
regulasi pemerintah. yang telah ditetapkan. Implementator haarus mengetahui
apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh
terhadap hukum. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal ada, maka sering
terjadikesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan dan fasilitas fisik juga
merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan
apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu-mengoreksi dengan
maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam
proses pengawasan adalah membandingkan pekerjaan yang sebenarnya dengan
standar-standar dan sasaran yang telah ditetapkan..Pengawasan dapat dilakukan
dengan pengawasan dengan ..melalui“.laporan lisan, maksudnya dalam
melaksanakan pengawasan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta melalui
laporan lisan yang diberikan bawahan, pengawasan melalui laporan tertulis,
maksudnya dalam  melakukan pengawasan yaitu melihat laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan intruksi-intruksi
tugas yang diberikan kepadanya dan pengawasan melalui lapora-laporan kepada

hal-hal yang bersifat khusus, artinya dalam pengawasan dilakukan oleh pimpinan
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apabila terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang istimewa.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden, pegawai dan koordinator
parkir mengenai indikator sumber daya terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan
Terhadap Perparkiran Di"Kota.Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut
ini:

Table V.7. .Distribusi Penilaian) :ReSponden Dari Unsur. Masyarakat
TerhadapIndikator . Penentuan’.Pengukuran  Pelaksanaan

Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap
Perparkiran Di Kota Pekanbaru

Jawaban Responden

No. Item Pertanyaan Terla | Cukup | "Tidak | jym|ah
ksana | Terlak | Terlak

sana sana

1. membuat catatan pengawasan 10 31 9 50
membuat catatan pengawasan
2. dilakukan secara berkala atau 8 31 11 50

setiap waktu pengawasan

membuat catatan tentang
3. wilayah parkir yang.tidak 11 34 5 50
memenuhi persyaratan

membuat catatan tentang

4, . ; 12 35 3 50
wilayah parkir yang bermasalah

Jumlah 29 96 25 200

Rata-rata 10 V. 8 50

Persentase 20 64 16 100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan mengenai
ternadap indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap
Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam
aktegori cukup baik yaitu sebanyak 64% dari jumlah responden. Responden
bertanggapan tidak mengetahui secara pasti dan jelas mengenai laporan yang

dibuat Dinas Perhubungan (Dishub) atau pegawai dalam membuat laporan baik
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secara tertulis maupun lisan. Dan selama melakukan parker tidak pernah
menjumpai pihak dinas atau pihak lainnya yang sedang membuat laporan

mengenai pengawasan parker, hal ini disebabkan juga program computer yang

tor penentuan

pengukura 5 Perhubungan

Terhadap Pe : 3 oada tabel berikut
ini: ’
Table V.8. % egawai Terhadap
ﬁ an kegiatan
hac Terhadap
-rpark
No. Tidak | jumlah
Terlaks
| ana
1. membuat catatan penga - 5
membuat catatan pengawasan
2. dilakukan secara berkala atau 4 1 - 5

setiap waktu pengawasan

membuat catatan tentang
3. wilayah parkir yang tidak 2 3 - 5
memenuhi persyaratan

membuat catatan tentang

4 wilayah parkir yang bermasalah 4 ! i >
Jumlah 9 6 - 20
Rata-rata 3 2 - 5

Persentase 60 40 - 100
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan pegawai
Perhubungan mengenai indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota
Pekanbaru dalam«kategori baik. yaitu sebanyak 60% dari jumlah responden.
Pegawai bertanggapan dalam melakukan pekerjaan Kkhususnya masalah
perparkiran harus dilakukan_secara tepat karena selain membuat laporan secara
tertulis juga-dibuat laporan secara lisan. Dalam melakukan pekerjaan laporan yang
dibuat bertujuan agar masalah perparkiran yang sedang dijalani dan dihadapi
dapat berjalan lancer. Masalah perparkiran yang rumit dan banyak area yang harus
diawasi membuat pegawai harus bekerja dengan tepat sehingga laporan yang
dibuat juga dapat dimanfaatkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Oktavianus
Nahuway Pada tanggal 24, Agustus 2021, yang menyatakan bahwa dalam
melakukan pengawasan perparkiran harus dilihat secara tulisan maupun lisan, hal
ini bertujuan agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai
tersbut dan masalahyang terjadi didalam perparkiran dapat diatasi dengan baik.
Melakukan laporan yang dibuat dapat.diketahui tingkat pendapatan serta
perkembangan perparkiran yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam
membuat laporan tersebut pihak Dinas Perhubungan telah menunjuk langsung
pegawai yang memegang tanggung jwab membuat laporan tersebut.

Untuk mengetahui hasil tanggapan koordinator parkir mengenai indikator
penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap Pengawasan Dinas

Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada
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tabel berikut ini :

Table V.9. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Parkir
Terhadap Indikator penentuan pengukuran pelaksanaan
kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap
Perparkiran Di Kota Pekanbaru

Jumlah

S EE RS

100

2 g0l
SN
- ‘

-

ber

Dinas Perhubungan Te ota Pe anbaru yaitu sebagian besar

Qq‘\\‘{

responden bertanggapan baik 60% dari jumlah responden.
Berdasarkan hasil tanggapan responden vyaitu karyawan dalam amelakukan
pekerjaan karyawan juga dituntut membuat laporan baik tertulis maupun lisan
sebagai bahan perbandingan yang dilakukan dalam melakukan pekerjaan. Hal ini
juga sudah menjadi kewajiban bagi para karyawan yang dituntut membuat laporan

sesuai dengan pekerjaan yang ditangani, selain bertujuan untuk sebagi laporan

pekerjaan, laporan tersebut juga bertujuan agar perkembangan perparkiran juga
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diketahui dengan baik.
B.3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penafsiran dan pembandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta

apa yang

maka menu

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efesien.

e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan-
kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan. Jelasnya, bahwa tujuan dari
pengawasan adalah untuk memperoleh hasil pekerjaan agar berdaya guna

dan berhasil guna.
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Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indicator
pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap peranan Dinas Perhubungan dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru, maka dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Table V.10. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat
Terhadap Indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan

Terhadap _Pengawasan:/ Pinas Perhubungan Terhadap
Perparkiran'Di Kota Pekanbaru

Jawaban Responden

No. Item Pertanyaan Terla | Cukup | Tidak | Jumlah
ksana | Terlak | Terlak
sana sana

dalam pelaksanaan pengawasan
1. dilakukan upaya evaluasi 14 33 3 50
terhadap hasil pengawasan

dalam perbandingan

pengawasan yang telah
dilakukan dalam upaya
melakukan pengawasan

10 31 9 50

setelah melakukan evaluasi,
3. dilakukan juga penetapan 15 30 5 50
rencana pengawasan selanjutnya

penetapan rencana pengawasan

4. selanjutnya sudah diprogram 13 32 5 50
sehingga dapat direalisasikan

Jumlah 39 94 17 200

Rata-rata i3 31 6 50

Persentase 26 62 12 100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan indikator diatas dapat diketahui banyaknya hasil tanggapan
responden yang menyatakan cukup baik yaitu sebanyak 62% karena responden
bertanggapan bahwa masyarakat yang mengetahui hanya melalui penyelenggaraan
parker yang di Mal khusunya Mal Pekanbaru, oleh karena itu kalaupun ada saran

atau kritik lebih ditujukan kepada pihak Pegawai. Hal yang masyarakat beratkan
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masalah perparkiran ini yaitu masalah tariff yang mengalami kenaikan sesuai jam

parker yang dilakukan serta terbatasnya area parker sehingga jika tidak

memperoleh tempat parker masyarakat harus parker diluar area Mal yang

ini:

Table V.11

erbeba

R

ATE £ ) )

wai Terhadap
an Terhadap
erparkiran Di

()
No. " Jumlah
/.
1. : 5
2 pengawasan yang tela 3 5 5
' dilakukan dalam upaya
melakukan pengawasan
setelah melakukan evaluasi,
3. dilakukan juga penetapan 4 1 5
rencana pengawasan selanjutnya
penetapan rencana pengawasan
4. selanjutnya sudah diprogram 2 3 5
sehingga dapat direalisasikan
Jumlah 11 4 20
Rata-rata 4 1 5
Persentase 80 20 100
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Berdasarakan tabel diatas dapat diketahui hasil tangagapan pegawai Dinas
Perhubungan (Dishub) mengenai indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan
terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota
Pekanbaru yaitu_dalam kategori baik sebanyak 80%. Responden bertanggapan
bahwa _dalam mengawasi dan menyelenggarakan perparkiran ada dijumpai
permasalahan serta penyimpangan’ yang ‘terjadi. Apabila terjadi penyimpangan
maka dengan segera pegawai harus menyelesaikan masalah yang terjadi agar
masalah perparkiran dapat selesai dengan baik sehingga parker menjadi lancer
kembali. Masalah parker ini menjadi perhataian utama yang harus diperbaiki
karena menyangkut kenyamanan masyarakat dalam parker dan menjadi tolak ukur
minat masyarakat untuk berkunjung ketempat atau pusat perbelanjaan yang
memiliki tempat parker yang nyaman dan aman.

Hal ini- sesuaidepgan hasil wawancara kepadaBapak Oktavianus
Nahuway Pada tanggal 24 Agustus 2021, yang menyatakan bahwa masalah yang
terjadi seputar perparkiran ini biasanya disebabkan oleh karcis atau kartu parker
yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi masalah parker yang ada sudah
diatasi dengan baik karena .melalui “.system computer. Apabila terjadi
penyimpangan dalam masalah parker ini harus segera diselesaikan dengan baik
akan tetapi khusunya bagi penyelenggara parker di Mal khusunya sudah diatasi
dengan baik karena sebelum menyelenggarakan perparkiran tersebut pihak
Pegawali telah dapat memenuhi syarat sebagi penyelenggara perparkiran.

Untuk mengetahui hasil tanggapan karayawan Pegawai mengenai indikator

pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan
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Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut
ini:

Table V.12. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap
or.. pengukuran pelaksan kegiatan Terhadap

Al aca rhub : lap Perparkiran Di
“QQ%EII-;-““.
~ N w
: Jumlah
o
1- #‘ 1 5
engawa 5
o
4y dz’ :
ity
£ 5

100

Berdasarkan tabel diata etahui  hasil tanggapan responden
mengenai indikator menetapkan standar terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan
Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru yaitu dalam kategori baik sebanyak
80%. Hal ini dinyatakan responden dengan alasan bahwa dalam
menyelenggarakan paskir di Mal ini masalah yang terjadi karena karcis parker
yang terkadang hilang oleh masyarakat yang datang, sementara tiket tersebut

harus dikembalikan sebagai bukti pembayaran dan bukti parker di mal tersebut.
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B.4. Pembandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa
Penyimpangan

Tindakan koreksi terhadap penyimpangan merupakan langkah tindakan

imana cara

terjadi
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Tabel V.13 Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat
Terhadap Indikator Pembandingan Pelaksanaan Dengan
Standar dan Analisa Penyimpangan Terhadap Pengawasan
Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru

Kategorl Jawaban

Jumlah

\\ \\1I“' II. .

: o~ o1

50

50

50

100
50
100

Kota Pekanbaru dalam aktegori cukup baik yaitu sebanyak 64% dari jumlah
responden. Responden bertanggapan tidak mengetahui secara pasti dan jelas
mengenai laporan yang dibuat Dinas Perhubungan (Dishub) atau pegawai dalam
membuat laporan baik secara tertulis maupun lisan. Dan selama melakukan parker
tidak pernah menjumpai pihak dinas atau pihak lainnya yang sedang membuat

laporan mengenai pengawasan parker, hal ini disebabkan juga program computer
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yang diterapkan dalam melakukan perparkiran sehingga lebih memudahkan
masyarakat dalam melakukan parker. Menurut masyarakat juga melalui program

computer yang diterapkan dalam melakukan pengawasan perparkiran dapat

ai Terhadap
standar dan
asan Dinas

ﬁ anbaru

No. Jumlah
1. 5
2. | 5

dengan penilaian p = 'ﬂ Q"
3. akan dapat menilai terja m 2 - 5
kesalahan dalam masalah park
setiap pelaksanaan pengawasam
4, pernah mengalami 3 2 - 5
penyimpangan
Jumlah 7 3 - 10
Rata-rata 4 1 - 5
Persentase 80 20 - 100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan pegawai
Perhubungan mengenai indikator pembandingan pelaksanaan dengan standar dan
analisa penyimpangan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap
Perparkiran Di Kota Pekanbaru. dalam kategeri batk yaitu sebanyak 80% dari
jumlah responden. Pegawai bertanggapan dalam melakukan pekerjaan khususnya
masalah perparkiran harus dilakukan'secara tepat karena selain membuat laporan
secara tertulis juga dibuat laporan secara lisan. Dalam melakukan pekerjaan
laporan yang dibuat bertujuan agar masalah perparkiran yang sedang dijalani dan
dihadapi dapat berjalan lancer. Masalah perparkiran yang rumit dan banyak area
yang harus diawasi membuat pegawai harus' bekerja dengan tepat sehingga
laporan yang dibuat juga dapat dimanfaatkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Oktavianus
Nahuway Pada tanggal 24, Agustus 2021, yang menyatakan bahwa dalam
melakukan pengawasan perparkiran harus dilihat secara tulisan maupun lisan, hal
ini bertujuan agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawali
tersbut dan masalahyang terjadi didalam perparkiran dapat diatasi dengan baik.
Melakukan laporan yang dibuat dapat.diketahui tingkat pendapatan serta
perkembangan perparkiran yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam
membuat laporan tersebut pihak Dinas Perhubungan telah menunjuk langsung
pegawai yang memegang tanggung jwab membuat laporan tersebut.

Untuk mengetahui hasil tanggapan koordinator parkir mengenai indikator
pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan terhadap

Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka
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Table V.15. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Parkir
Terhadap Indikator pembandingan pelaksanaan dengan standar
dan analisa penyimpangan Terhadap Pengawasan Dinas
Perhubungan Terhadap Perparkiran.Di.Kota Pekanbaru

Jawaban Responden

No. Item Pertanyaan Baik | Cukup | Tidak Jumlah
baik Baik
dengan melakukan perbandingan
1 penilaian hasil pengawasan akan 2 3 ] 5
' mampu mengatasi permasalahan
parkir
5 setiap pelaksanaan pengawasan 4 1 | 5
' pernah mengalami kesalahan
dengan penilaian penyimpangan
3. akan dapat menilai terjadinya 3 2 - 5
kesalahan dalam masalah parkir
4 setiap pelaksanaan pengawasam 3 2 i 5
' pernah -mengalami penyimpangan
Jumlah 6 4 - 10
Rata-rata 3 2 - 5
Persentase 60 40 - 100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil- tangagapan responden

sebagai koordinator parkir mengenai indikator pembandingan pelaksanaan dengan

standar dan analisa penyimpangan. terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan

Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru yaitu sebagian besar responden

bertanggapan baik yaitu sebanyak 60% dari jumlah responden. Berdasarkan hasil

tanggapan responden yaitu karyawan dalam amelakukan pekerjaan karyawan juga

dituntut membuat laporan baik tertulis maupun lisan sebagai bahan perbandingan

yang dilakukan dalam melakukan pekerjaan. Hal ini juga sudah menjadi

kewajiban bagi para karyawan yang dituntut membuat laporan sesuai dengan
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pekerjaan yang ditangani, selain bertujuan untuk sebagi laporan pekerjaan,
laporan tersebut juga bertujuan agar perkembangan perparkiran juga diketahui

dengan baik.

Un
pengambila

penyelenggaras
dapat dilihat
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Penilaian Responden Dari
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Unsur Masyarakat

Terhadap Indikator pengambilan tindakan koreksi Terhadap
Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di

Kota Pekanbaru

Jawaban Responden

No. Item Pertanyaan Baik | Cukup. | Tidak Jumlah
baik Baik
dalam pelaksanaan pengawasan
1. selalu mencari kesalahan 14 33 3 50
pengawasan
memberikan penerangan
2. terhadap cara mendapatkan 10 31 9 50
wilayah parkir yang aman
dalam kesalahan penentuan
3 wilay_a_h parkir selalu dicari 15 20 5 50
solusi jalan keluar permasalahan
tersebut
dalam mencari solusi dalam
4, permasalahan parkir liar 13 34 b 50
dilakukan secara bersama-sama
Jumlah 39 94 )7 250
Rata-rata 13 31 6 50
Persentase 26 62 12 100

Sumber : Data Olahan Penelitian'Tahun2021

Berdasarkan indikator diatas dapat diketahui banyaknya hasil tanggapan

responden yang menyatakan cukup baik yaitu sebanyak 62% karena responden

bertanggapan bahwa masyarakat yang mengetahui-hanya melalui penyelenggaraan

parker yang di Mal khusunya Mal Pekanbaru, oleh karena itu kalaupun ada saran

atau kritik lebih ditujukan kepada pihak Pegawai. Hal yang masyarakat beratkan

masalah perparkiran ini yaitu masalah tariff yang mengalami kenaikan sesuai jam

parker yang dilakukan serta terbatasnya area parker sehingga jika tidak

memperoleh tempat parker masyarakat harus parker diluar area Mal yang

membuat masyarakat tidak merasa nyaman dalam bebrbelanja di Mal tersebut.

Sebaiknya ada kebijakan khusus dalam menetapkan tariff karena masyarakat



117

merasa terbebani jika berada lama didalam mal tersebut.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator
pengambilan tindakan koreksi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap
Perparkiran Di Kota Pekanbaru,maka dapat.dilihat pada table berikut ini :

Table V.11. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap
Indikator  pengambilan  tindakan  koreksi  Terhadap

Pengawasan Dinas’ Perhubungan Terhadap Perparkiran Di
Kota Pekanbaru

Jawaban Responden

No. Item Pertanyaan Baik | Cukup | Tidak Jumlah
baik Baik
dalam pelaksanaan pengawasan
1. selalu mencari kesalahan 4 1 - 5
pengawasan
memberikan penerangan
2. terhadap cara mendapatkan 5 2 - 5

wilayah parkir yang aman

dalam kesalahan penentuan
wilayah parkir selalu dicari

3. 1. 4 1 - 5
solusi jalan keluar permasalahan
tersebut
dalam mencari solusi dalam
4, permasalahan parkir liar 2 3 - 5
dilakukan secara bersama-sama
Jumlah 11 4 - 15
Rata-rata 4 X - 5
Persentase 80 20 - 100

Sumber : Data Olahan Penelitian‘Tahun 2021

Berdasarakan tabel diatas dapat diketahui hasil tangagapan pegawai Dinas
Perhubungan (Dishub) mengenai indikator pengambilan tindakan koreksi terhadap
Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru yaitu
dalam kategori baik sebanyak 80%. Responden bertanggapan bahwa dalam
mengawasi dan menyelenggarakan perparkiran ada dijumpai permasalahan serta

penyimpangan yang terjadi. Apabila terjadi penyimpangan maka dengan segera
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pegawai harus menyelesaikan masalah yang terjadi agar masalah perparkiran
dapat selesai dengan baik sehingga parker menjadi lancer kembali. Masalah

parker ini menjadi perhataian utama yang harus diperbaiki karena menyangkut

terjadi sep . ire ; : atau kartu parker
yang diberi A a mas j aka -H :: ala er yang ada sudah
diatasi dengg a : ne / '_._, CO \pabila terjadi
penyimpang : asal i 3saikan dengan baik

akan tetapi /e ara parker «di Me sunya sudah diatasi

Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :
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Table V.12. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai
Terhadap Indikator pengambilan tindakan koreksi Terhadap
Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di
Kota Pekanbaru

Jawaban Responden
: Jumlah

:
\ oo

- | s
-
4 | -
-
\‘ 5
v
15
5
100
2 3 ggapan responden
..Q . erhadap Pengawasan Dinas

Perhubungan Terhadap Perp : a8 P paru yaitu dalam kategori baik

sebanyak 80%. Hal ini dinyatakan responden dengan alasan bahwa dalam
menyelenggarakan paskir di Mal ini masalah yang terjadi karena karcis parker
yang terkadang hilang oleh masyarakat yang dating, sementara tiket tersebut harus
dikembalikan sebagi bukti pembayaran dan bukti parker di mal tersebut.

Berikut ini dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai

Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru,
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Table V.16. Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat
Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap
Perparkiran Di Kota Pekanbaru

Kategori:dawaban
No. Indikator Variabel . Cukup . Tidak | Jumlah
Baik ' .
baik Baik
1. | Tahap penetapan standar 38 94 18 150
2. | Tahap penentuan 29 96 25 150
pengukuran pelaksanaan
kegiatan
3. | Tahap pengukuran o 94 iy 150
pelaksanaan kegiatan
4. | Tahap pembandingan 19 65 16 100
pelaksanaan dengan standar
dan analisa penyimpangan
5. | Tahap Pengambilan 39 94 17 150
Tindakan Koreksi
Jumlah 125 349 76 550
Rata-rata ~ ) 95 20 150
Persentase 23 64 13 100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapaniresponden dari unsur masyarakat

diatas dapat diketahui bahwa indikator menetapkan standar sebanyak 94 orang

yang menyatakan cukup baik sedangakan indikator mengukur kinerja sebanyak 96

orang yang menyatakan cukup baik dan indikator ‘memperbaiki penyimpangan

sebanyak 94 orang yang menyatakan..cukup baik. Dengan demikian dapat

disimpulkan tanggapan dari unsure masyarakat yang mengenai Pengawasan Dinas

Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup

baik.

Dari unsur masyarakat hasil penelitian berada pada 64% berada pada

kategori cukup baik dan pada range kategori 34 — 66%. Maka analisis untuk kedua

rekapitulasi tanggapan responden adalah dalam kategori cukup baik.
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Table V.17. Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai
Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap
Perparkiran Di Kota Pekanbaru

Kategori Jawaban
No. Indikator Variabel . Cukup | Tidak | Jumlah
Baik - .
Baik
1. | Tahap - 15
2. | Ta 15
u
3. = - 15
LA Rig
4. | Tahap ndi - 10
pe
da i
5 | Ta 15
Ti
a &=z e 55
- Y= 15
t -1 B0rw 100
Sumber : D h nelitian T D2 Tt
Berd re unsure pegawai
diatas dapat I-QEA n@ banyak 8 orang
ANB
yang menyata in nerja sebanyak 9
orang yang men Kkat impangan sebanyak
11 orang yang meny: a t disimpulkan tanggapan
dari unsure pegawai yang i n Dinas Perhubungan Terhadap

Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam kategori baik. Hasil rekapitulasi dari unsur
pegawai dengan persentase 80% berada pada kategori baik dan berada pada range

kategori 67 — 100%.
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Table V.18. Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai

Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap
Perparkiran Di Kota Pekanbaru
Kategori Jawaban
No. Indikator Variabel . Cukup | Tidak | Jumlah
Baik ) .
baik Baik
1. | Tahap penetapan standar 6 9 - 15
2. | Tahap penentuan 3 s - 15
pengukuran pelaksanaan
kegiatan
3. | Tahap pengukuran 10 5 - 15
pelaksanaan kegiatan
4. | Tahap pembandingan 6 4 - 10
pelaksanaan dengan
standard an analisa
penyimpangan
5 Tahap Pengambilan 8 v - 15
Tindakan Koreksi
Jumlah 24 21 - 45
Rata-rata 8 7 - 15
Persentase 5] 47 1 100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden dari unsure pegawai
diatas dapat diketahui bahwa indikator menetapkan standar sebanyak 9 orang
yang menyatakan cukup baik sedangakan indikator mengukur kinerja sebanyak 8
orang yang menyatakan baik dan indikator memperbaiki penyimpangan sebanyak
10 orang yang menyatakan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan tanggapan
dari unsure pegawai yang mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap
Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam kategori baik. Hasil rekapitulasi dari unsur
pegawai dengan persentase 53% berada pada kategori baik dan berada pada range
kategori 34 — 66%.

Maka dari analisis untuk hasil rekapitulasi tanggapan responden tersebut
maka dapat diketahui Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di

Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat masih adanya
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wilayah parkir liar yang diselenggarakan oleh juru parkir tanpa mematuhi rambu

lalu lintas yang tersedia.

D. Hambatan - hambatan yang terjadi dalam Pengawasan Dinas

personil da
Bila tidak aka
yang ditet

tersebut kerap. terjadi 1 yang secara umum te apangan, termasuk

berada di tepi jalan umum sehingga mengganggu arus lalu lintas dan sulit
dalam pengawasan untuk proses pemungutan retribusinya.

3. Hambatan yang ada pada masyarakat pemakai jasa, yakni masih
kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir.

4. Pengawasan oleh Dinas Perhubungan daerah terhadap pengelolaan parkir

oleh pihak ketiga dirasakan kurang optimal.
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Sebetulnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru telah menempuh
upaya sosialisasi kepada petugas parkir tentang tentang tata cara pengambilan

retribusi yang baik dan benar, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang

pembangunan daerah.

@ ang berarti.

cenderung

atan—hambatan

an  Terhadap

benar, termasuk aturan memarkir kendaraan yang benar.

2. Proses rekrutmen petugas parkir yang masih sembarangan dan terkesan
menjadi usaha turun temurun.

3. Kurangnya kontrol terhadap penggunaan Kkarcis parkir dan masih

lemahnya pengawasan terhadap uang yang masuk dan yang disetorkan

yang mungkin akan menyebabkan kebocoran.
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4. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik itu untuk petugas parkir dan
pengguna jasa parkir itu sendiri.

5. Kurangnya perhatian dari Dinas yang bersangkutan dalam hal ini Dinas

e NAR AR

7. lintas (parking
8. gedung untuk
‘ ) um mendirikan

%1 16 arikan arus lalu

9 : f‘ setiap tempat boleh

10. Masih kurangnya personil untuk pengawasan pelaksanaan parkir karena
Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk parkir masih digabung dengan UPTD
Terminal sehingga konsentrasi tidak sepenuhnya tercurah.

Dalam kesempatan ini penulis juga mencoba memberikan beberapa solusi
dari permasalahan yang timbul agar PAD dari sektor parkir dapat diserap

sepenuhnya, antara lain :



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

126

1. Pembinaan kepada petugas parkir baik tentang pengetahuan lalu lintas,

sopan santun kepada pengguna jasa parkir, penggunaan atribut yang jelas

serta kelengkapan keselamatan. Jika petugas telah bagus dalam hal atribut

PAD Kota

untuk parkir
bukan milik
eka harus tunduk
sehingga akan

masalah saat

membandingkan dengan kartu yang terpakai sehingga tidak dapat
diketahui berapa banyak orang yang parkir pada hari itu. Jika dilakukan
oleh petugas dari dinas kemungkinan untuk kebocoran dana dapat ditekan
seminimal mungkin karena petugas tersebut akan tunduk pada aturan yang

berlaku di dinasnya.
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. Penggunaan karcis agar dilaksanakan sepenuhnya sehingga dinas dapat

mengetahui berapa banyak penerimaan uang pada hari itu yang

sesungguhnya.

an survey

kendaraan

apan. Misalnya
atau di derek

di tempat yang

parkir, mengharuskan gedung yang akan dibangun atau yang telah
dibangun agar menyediakan lahan parkir sehingga tidak mengganggu arus
lalu lintas dan kendaraan yang parkir tersebut dapat dipungut parkirnya

sehingga dapat menambah PAD Kota Pekanbaru.

. Pendataan para juru parkir dan lokasi parkir yang ada sehingga dapat

diketahui seberapa besar potensi yang dapat di hasilkan dari retribusi
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parkir dan dapat mengurangi kebocoran dana sehingga hasil yang
didapatkan benar-benar maksimal untuk PAD Kota Pekanbaru.

10. Pembinaan ke dalam, pembinaan kepada petugas Dinas Perhubungan

pendapatan asli

ota Pekanbaru
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PENUTUP

berdasarkan

asan Dinas

ang menyatakan

(Dishub) Kota

Jibuktikan masih

cenderung mengalami penurunan.

. Hambatan — hambatan yang terjadi dalam Pengawasan Dinas Perhubungan

Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, yaitu :
a. Hambatan yang berasal dari petugas atau disebut juru parkir itu

sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan perparkiran masih banyak

129
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petugas parkir yang belum sepenuhnya menggunakan karcis parkir

sebagaimana mestinya.

b. Hambatan kurang (minim)-nya lokasi parkir. Kebanyakan lokasi

yakni masih
arkir.
aerah terhadap

g optimal.

tidak akan segan saat membayar sehingga dapat menambah PAD Kota
Pekanbaru.

b. Penegasan kepada petugas parkir bahwa lahan yang dipakai untuk parkir
adalah milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru bukan milik
perorangan apalagi milik petugas parkir tersebut dan mereka harus tunduk

kepada peraturan yang berlaku di wilayah Kota Pekanbaru sehingga akan
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lebih gampang dalam pembinaan dan jika ditemui masalah saat

pelaksanaannya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dapat lebih

tegas dalam pengambilan keputusan.

. Perlu adan ang jelas_dan m yang betul-betul

“'lv ‘ \ h“‘]“\ .Q n. Misalnya

<>
U di derek

tempat yang

2\

SRR RARAEY

=
o
)
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